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 Abstract: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Badung. Ketidaktepatan data objek pajak, seperti 

identitas wajib pajak, luas tanah dan batas fisik, 

menghambat prose administrasi dan berdampak pada 

keterlambatan penerimaan daerah. Peneliti ini 

bertujuan untuk menganalisis peran system digital 

SmartGov dalam meningkatkan efisiensi, 

transparansi, kualitas layanan serta integritas 

administrasi mutase PBB-P2. Metode Penelitian yang 

digunakan Adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus di bagian UPTD Kuta Utara Badan Pendapatan 

daerah Kabupaten Badung. Melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa SmartGov menyederhanakan alur 

kerja, mempercepat verifikasi data serta memperkuat 

pengendalian internal melalui SOP yang terstruktur. 

Implementasi system ini meningkatkan akurasi data, 

mempercepat pelayanan, dan membangun 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah 

daerah. Digitalisasi mutase PBB-P2 terbukti menjadi 

strategi efektif untuk optimalisasi pengelolaan data 

dan peningkatan kualitas layanan publik. 
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PENDAHULUAN  
Pajak daerah memegang peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola potensi fiskalnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo 

yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 

sekaligus menjadi indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata 

dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2019). Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

fiskal untuk mendukung pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan 

efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik (Suryani & Kurniawan, 2022).  

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 terkait 

langsung dengan kepemilikan tanah dan bangunan, sehingga pengelolaannya menuntut ketepatan 

dan akurasi data. Menurut Purwanto (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 
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ketidaksesuaian data objek pajak, baik yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, luas tanah dan 

bangunan, maupun batas fisik objek, menjadi faktor utama yang menghambat proses administrasi 

PBB-P2. Ketidaktepatan data tersebut berdampak pada keterlambatan verifikasi, pengembalian 

berkas permohonan, serta tertundanya pembayaran pajak, yang pada akhirnya berimplikasi 

langsung terhadap penerimaan daerah. 

Seiring perkembangan teknologi informasi, penerapan e-government menjadi strategi 

penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integritas, dan akuntabilitas administrasi 

publik. Moon (2020) menyatakan bahwa e-government memiliki empat pilar utama: efisiensi, 

transparansi, peningkatan layanan, dan integritas data. Penerapan e-government dalam administrasi 

pajak memungkinkan proses verifikasi data dilakukan lebih cepat, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi PAD 

terbesar di Provinsi Bali, terutama melalui sektor PBB-P2. Tingginya nilai objek pajak di wilayah 

perkotaan dan berkembangnya sektor properti menjadikan pengelolaan mutasi PBB-P2 sebagai 

faktor strategis dalam menjaga penerimaan daerah. Mutasi PBB-P2, yang mencakup perubahan 

data objek pajak akibat transaksi jual-beli, hibah, atau pengalihan hak, kerap menghadapi kendala 

ketidaksesuaian data antara dokumen permohonan dan catatan resmi. Ketidaksesuaian ini 

menyebabkan proses verifikasi tertunda, berkas harus dikembalikan untuk diperbaiki, dan 

pembayaran pajak tidak dapat dilakukan tepat waktu. Implikasi dari keterlambatan ini sangat 

signifikan, sehingga menunda pembayaran pajak akan berdampak langsung pada pendapatan 

daerah dan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik 

(Suryani & Kurniawan, 2022; Purwanto, 2021). 

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah 

menerapkan pelayanan PBB-P2 berbasis digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah. Digitalisasi ini memungkinkan 

wajib pajak mengajukan permohonan secara online, memantau status berkas secara real-time, dan 

menerima notifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data, sedangkan petugas dapat melakukan 

verifikasi otomatis menggunakan database digital yang terintegrasi dengan sistem informasi 

geospasial (informasi yang berhubungan dengan lokasi). Implementasi sistem ini sejalan dengan 

prinsip e-government, di mana digitalisasi administrasi publik dapat mempercepat proses 

pelayanan, meningkatkan akurasi dan kesesuaian data, serta menjaga integritas informasi (Moon, 

2020).  

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan mutasi PBB-P2 tidak hanya dipahami sebagai 

inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi manajerial dan regulatif yang berperan penting dalam 

menjamin kesesuaian data objek pajak serta kelancaran administrasi perpajakan daerah. Oleh 

karena itu, mahasiswa diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran sistem digital dalam pelayanan 

mutasi PBB-P2 terhadap proses pengelolaan data objek pajak sehingga mampu meningkatkan 

kesesuaian data wajib pajak badan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 

 

LANDASAN TEORI  

Teori E-government 

Menurut Moon dikutip dalam Irawan (2013), e-government merupakan pemanfaatan 

teknologi informasi oleh pemerintah untuk mentransformasikan proses kerja birokrasi serta 

memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan e-government tidak hanya 

menekankan aspek teknologi, tetapi juga perubahan sistem kerja pemerintahan agar pelayanan 

publik dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Moon mengemukakan 
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empat dimensi utama e-government yang digunakan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan 

pelayanan publik berbasis digital, yaitu: 

1. Efisiensi 

Efisiensi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan sistem digital dalam 

mempercepat proses pelayanan, menyederhanakan tahapan kerja, serta mengurangi 

ketergantungan pada prosedur manual. Melalui penerapan e-government, proses pelayanan publik 

diharapkan dapat berlangsung dengan waktu yang lebih singkat, alur kerja yang lebih sederhana, 

dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Efisiensi menjadi indikator penting karena 

mencerminkan peningkatan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Transparansi 

Transparansi mencerminkan keterbukaan informasi pelayanan, kejelasan prosedur, serta 

kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan proses pelayanan yang diselenggarakan 

pemerintah. Dalam konteks e-government, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi 

pelayanan yang jelas, terbuka, dan mudah diakses. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat 

memahami mekanisme pelayanan secara lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan 

 Peningkatan kualitas pelayanan menekankan pada kemudahan penggunaan sistem, 

ketepatan proses pelayanan, serta kecepatan respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. E-government diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses, 

lebih pasti, dan lebih responsif dibandingkan dengan pelayanan konvensional. Indikator ini 

menunjukkan sejauh mana sistem digital mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih 

baik bagi pengguna layanan.  

4. Integritas 

 Integritas berkaitan dengan keakuratan data, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, 

serta upaya pencegahan penyimpangan melalui sistem pelayanan digital yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sistem digital memungkinkan setiap proses pelayanan terdokumentasi 

secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelayanan 

publik serta meminimalkan potensi penyimpangan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada UPTD 

Kuta Utara, Badan Pendapatan Kabupaten Badung, yang menangani pelayanan PBB-P2 berbasis 

digital. Pendekatan ini dipilih untuk memahami peran sistem digital dalam meningkatkan akurasi 

data wajib pajak dan mempercepat proses verifikasi administrasi. 

Data dikumpulkan melalui tahapan observasi awal, pengumpulan data, analisis, dan 

penyusunan laporan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi antara wawancara, 

observasi, dan dokumen resmi. Pendekatan ini menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai 

implementasi sistem digital dalam pelayanan mutasi PBB-P2, serta kontribusinya terhadap 

efektivitas, efisiensi, dan ketepatan data wajib pajak, sekaligus menjadi dasar rekomendasi 

perbaikan pelayanan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Efisiensi Pelayanan Mutasi PBB-P2 melalui SmartGov  

Efisiensi pelayanan publik mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyederhanakan 

proses kerja, mempercepat waktu pelayanan, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal. 
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Menurut Ibu Ni Luh Putu Trisnawati selaku petugas pendata dan penilai di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Badung, SmartGov mulai diterapkan sejak tahun 2012 sebagai upaya untuk 

meningkatkan efisiensi pelayanan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). 

Sebelum SmartGov diterapkan, pengelolaan mutasi PBB-P2 masih menggunakan aplikasi 

Mapatda dan SISMIOP yang beroperasi secara terpisah. Kondisi ini mengharuskan ASN 

melakukan penginputan data berulang, verifikasi dilakukan secara bertahap, serta pengelolaan 

dokumen fisik yang relatif intensif. Akibatnya, proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama 

dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Penerapan SmartGov membawa perubahan 

signifikan dengan mengintegrasikan seluruh tahapan mutasi PBB-P2 ke dalam satu sistem digital 

terpadu. Proses pengisian data, pengunggahan dokumen pendukung, hingga verifikasi administratif 

dan teknis dapat dilakukan secara real time dalam satu platform. Integrasi ini menyederhanakan 

alur kerja, mempercepat penyelesaian layanan, serta meminimalkan kesalahan input data. 

Efisiensi yang dihasilkan juga berdampak pada optimalisasi sumber daya manusia aparatur. 

Berkurangnya beban pekerjaan administratif memungkinkan ASN lebih fokus pada verifikasi 

kualitas data dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Kondisi ini sejalan 

dengan pendapat Heeks (2006) yang menegaskan bahwa penerapan e-government yang terintegrasi 

mampu meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses kerja dan pemanfaatan 

informasi secara efektif. 

Dengan demikian, penerapan SmartGov sejak tahun 2012 terbukti lebih efisien 

dibandingkan penggunaan Mapatda dan SISMIOP sebelumnya, baik dari aspek waktu pelayanan, 

biaya administrasi, maupun pemanfaatan sumber daya manusia. Selain meningkatkan kinerja 

internal, SmartGov juga memastikan data PBB-P2 selalu mutakhir dan dapat digunakan secara 

optimal sebagai dasar penetapan pajak daerah. 

 

 
Sumber Data Primer: Dokumentasi oleh penulis 

Gambar 1. Perbandingan fiture SISMIOP dengan SmartGov 

 

2. Transparansi Prosedur Internal  

Transparansi dalam penerapan e-government merupakan salah satu elemen kunci reformasi 

birokrasi, karena berperan dalam mendorong keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, SmartGov berfungsi sebagai 

sistem informasi pemerintahan yang mendukung prinsip transparansi secara internal bagi Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Sistem ini memungkinkan setiap tahapan prosedur, mulai dari penerimaan 

permohonan, verifikasi dokumen, hingga penetapan keputusan, tercatat secara sistematis dan dapat 

dipantau secara real time, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan dalam 

proses administrasi. 
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SmartGov menyediakan berbagai fitur yang memfasilitasi pengendalian proses, pencatatan 

aktivitas ASN, dan dokumentasi digital seluruh tahapan pelayanan. Dengan adanya dokumentasi 

ini, pimpinan maupun petugas terkait dapat melakukan pemantauan yang efektif terhadap 

perkembangan permohonan, sekaligus memastikan bahwa setiap prosedur dijalankan sesuai 

ketentuan dan standar operasional yang berlaku. Contohnya, dalam pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sistem ini mencatat digital semua perubahan data 

objek pajak, status permohonan, dan pihak yang menanganinya, sehingga proses menjadi 

transparan dan akuntabel. 

Dampak transparansi internal ini terhadap masyarakat, khususnya wajib pajak, sangat 

signifikan. ASN dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai status permohonan, 

karena seluruh data berasal dari sistem yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, karena setiap proses dapat dipertanggungjawabkan 

dan setiap perubahan dapat ditelusuri secara rinci berdasarkan waktu, petugas yang menangani, 

dan dasar administrasi permohonan. 

Temuan Indrajit (2016) menegaskan bahwa pemanfaatan e-government dalam administrasi 

publik mampu meningkatkan transparansi proses birokrasi, mengurangi potensi penyimpangan, 

dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, 

implementasi SmartGov dalam prosedur internal tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi 

layanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas ASN dan memperbaiki citra pelayanan publik. 

Transparansi internal yang sistematis ini menjadi fondasi penting bagi reformasi birokrasi modern, 

karena menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada 

kepuasan publik. 

 

 
Sumber Data Primer: Dokumentasi oleh penulis 

Gambar 2. Aplikasi SmartGov sebagai Pendukung Transparansi Prosedur Internal 

 

3. Peningkatan Kualitas Layanan melalui Panduan dan Standar Operasional 

Kualitas layanan dalam perspektif e-government tidak hanya diukur dari kecepatan 

pelayanan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam meningkatkan kepuasan serta pemahaman 

pengguna layanan. Dalam implementasinya, SmartGov menyediakan buku panduan dan standar 

operasional prosedur (SOP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memuat tata cara penggunaan 

sistem, ketentuan penginputan data, serta kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi 

dalam setiap proses pelayanan. 

Keberadaan panduan dan SOP tersebut membantu ASN dalam melaksanakan proses input 

dan verifikasi data secara lebih tepat, seragam, dan sistematis. Hal ini berkontribusi pada penurunan 

kesalahan administrasi, peningkatan ketepatan data, serta percepatan waktu pelayanan. Dampak 

langsung yang dirasakan adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya 
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dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang ditandai 

dengan pelayanan yang lebih akurat, cepat, dan minim kesalahan. Selain itu, panduan dan SOP 

SmartGov juga berperan dalam menjaga konsistensi proses internal, memudahkan adaptasi dan 

pelatihan bagi ASN baru, serta memperkuat budaya profesionalisme dalam pengelolaan data 

perpajakan. Peningkatan kualitas layanan pada tingkat internal ASN ini secara tidak langsung 

berdampak pada meningkatnya kepuasan wajib pajak, meskipun masyarakat tidak berinteraksi 

secara langsung dengan aplikasi SmartGov. 

Sejalan dengan temuan Hadita, Agustina, dan Bella (2025) dalam penelitian berjudul 

“Kepuasan Pengguna Aplikasi Pasti Oke Melalui Kualitas Pelayanan E-government di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut” yang menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan e-government memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna 

layanan publik digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-

government tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kejelasan prosedur dan 

kualitas pelayanan yang dihasilkan. 

Sebagai bentuk optimalisasi pelayanan, pemerintah daerah juga menerapkan strategi 

jemput bola, yaitu kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat oleh ASN di lapangan. Strategi ini 

tidak hanya memberikan layanan administrasi PBB-P2 secara langsung, tetapi juga disertai dengan 

sosialisasi singkat mengenai prosedur perpajakan dan pemanfaatan sistem digital. Melalui 

pendekatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban 

perpajakan sekaligus merasakan manfaat nyata dari modernisasi pelayanan publik berbasis e-

government. 

 

 
Sumber Data Primer: Diolah oleh penulis 

Grafik 1. Data Jemput Bola 

 

 

 
Sumber Data Primer: Dokomentasi oleh pegawai bagian UPT Kuta Utara 

Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Jemput Bola 
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4. Integritas dan Pengendalian Internal dalam Pelayanan Mutasi PBB-P2 

Integritas merupakan indikator utama e-government yang menekankan kepatuhan terhadap 

regulasi, keandalan proses, dan akurasi data pelayanan publik. Di Kabupaten Badung, integritas 

digital diperkuat melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Masterplan 

Pengembangan Smart City, yang menjadi dasar pengembangan sistem pemerintahan elektronik, 

termasuk digitalisasi layanan PBB-P2 melalui aplikasi SmartGov. 

Pelayanan PBB-P2 melalui SmartGov menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang mencakup alur kerja, pembagian tugas, standar waktu penyelesaian, dan output tiap tahapan. 

SOP berfungsi sebagai pengendalian internal, dengan mekanisme pemisahan kewenangan, 

pemeriksaan berlapis, dan persetujuan pimpinan sebelum data direkam. Hal ini memastikan setiap 

proses dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalkan risiko penyimpangan. 

Sistem digital SmartGov mendukung integritas melalui pencatatan aktivitas pengguna (log 

system), pembatasan akses berbasis peran, dan dokumentasi elektronik. Mekanisme ini menjamin 

bahwa setiap perubahan data mutasi PBB-P2 memiliki dasar administratif yang sah dan dapat 

ditelusuri, sehingga meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan layanan bagi wajib pajak. 

Integrasi regulasi, SOP, dan sistem digital menciptakan kepastian prosedur, akurasi data, 

serta layanan profesional. Keberadaan SOP dan pengendalian internal yang jelas memperkuat 

integritas ASN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pendapatan Daerah 

sebagai institusi akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Sejalan dengan Kannapadang, Munawaroh, & Purwanto (2025), optimalisasi e-government 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal melalui infrastruktur teknologi, 

manajemen, dan kualitas layanan digital, sejalan dengan praktik integritas, SOP, dan pengendalian 

internal yang diterapkan SmartGov Kabupaten Badung. 

 

 
Sumber: Standar Operasional Prosedur (SOP) | Bapenda Badung 

Gambar 4. SOP Penerbitan Pendaftaran Objek Baru dan Mutasi PBB-P2 

 

KESIMPULAN  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SmartGov dalam pelayanan mutasi Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Badung memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan data objek 

pajak. Sistem digital ini mempercepat proses administrasi, menyederhanakan alur layanan, dan 

mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang selama ini menjadi sumber keterlambatan 

dan ketidaktepatan data. Pemutakhiran data secara sistematis, konsisten, dan berbasis informasi 

terkini, ditambah integrasi antara basis data administrasi dan informasi geospasial, memastikan 

setiap perubahan kepemilikan, luas, dan karakteristik objek pajak tercatat sesuai kondisi nyata. 

https://bapenda.badungkab.go.id/standar-operasional-prosedur
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Dampaknya terlihat pada meningkatnya kesesuaian data wajib pajak, kepastian hukum, serta 

kejelasan administrasi bagi masyarakat. 

Keberhasilan ini juga bergantung pada konsistensi pengelolaan, pemutakhiran sistem 

berkelanjutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi data lintas sektor yang 

menjaga akurasi dan konsistensi informasi. Pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan 

memastikan inovasi digital dapat berfungsi optimal dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Panduan, standar operasional, dan strategi jemput bola menambah kualitas layanan, memudahkan 

ASN dalam verifikasi data, serta menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif dan 

transparan. 

Secara keseluruhan, digitalisasi mutasi PBB-P2 di Kabupaten Badung terbukti tidak hanya 

meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data, tetapi juga memperkuat profesionalisme 

ASN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Inovasi ini menggambarkan bagaimana teknologi digital berperan sebagai strategi 

manajerial dan regulatif yang mampu menjadikan pelayanan publik lebih adaptif, transparan, dan 

berkualitas, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi dampak 

digitalisasi terhadap kepuasan wajib pajak, efektivitas integrasi data lintas sektor, dan 

keberlanjutan administrasi pajak. 
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